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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakangMasalah 

Pada era otonomidaerahsaatini, 

desentralisasiberpengaruhpadakinerjaPemerintah Daerah 

(PEMDA).Desentralisasimerupakanpengalihanbeberapawewenangdantanggungja

wabPemerintahPusatkepada PEMDA yang ditegaskandenganUndang-undang 

No. 32 tahun 2004 (UU No. 32/2004) tentangpenegasankewenangan PEMDA 

untukmengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahberdasarkanasasotonomi. 

Implikasidalam UU No. 32/2004 

tersebutberupapencapaiantujuanpembangunansertapelayananpublikakanlebihbesa

rdanmerata, olehkarenaitudiperlukansuatusistempengawasan, evaluasi, 

danpengukurankinerja yang continue untukmenilaipencapaiankinerja PEMDA 

yang telahditargetkan. 

Dalampengawasankinerja PEMDA, 

PemerintahPusatberperanpentingdalampengawasankinerjauntukterciptanyatatake

lolapemerintahan yang baik (Good Goverment Governance).Hal inisesuaidengan 

UU No. 32/2004 

bahwasanyatiapkepaladaerahdiwajibkanuntukmemberikanLaporanPenyelenggara

anPemerintah Daerah (LPPD) kepadapemerintahpusat, sehingga PEMDA 
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memilikikewajibanuntukmempertanggungjawabkankinerjanyadenganmemberika

n LPPD.   

PeraturanPemerintahpasal 2 nomor 3 tahun 2007 (PP No. 3/2007) 

jugadijelaskantentang LPPD kepadaPemerintah, 

LaporanKeteranganPertanggungjawabanKepala Daerah 

kepadaDewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD), daninformasi LPPD 

kepadaMasyarakatmenyebutkanbahwaruanglingkup LPPD 

mencakuppenyelenggaraanurusandesentralisasi, tugaspembantuan, 

dantugasumumpemerintah. 

Penyelenggaraanurusandesentralisasimeliputiurusanwajibberupaurusan yang 

sangatmendasarberkaitandenganhaksertapelayanandasarwarganegara, 

sedangkanurusanpilihanmerupakanurusan yang secaranyataada di 

daerahsertaberpotensiuntukmeningkatkankesejahteraanmasyarakatsesuaikondisi, 

ke-khasan, danpotensiunggulandaerah (MustikarinidanFitriasari, 2012). 

Evaluasikinerja PEMDA diaturpadaPeraturanPemerintah No.6 tahun 

2008 (PP No. 6/2008) tentangpedomanevaluasipenyelenggara PEMDA, 

disebutkanbahwasalahsatuevaluasipenyelenggaraan PEMDA 

adalahberupaEvaluasiKinerjaPenyelenggaraanPemerintah Daerah (EKPPD). 

UntukmempertegasditerbitkanPeraturanMenteriDalamNegeri No. 73 tahun 2009 

(Permendagri No. 73/2009) tentangtatacarapelaksanaan EKPPD.  Dalampasal 5 

Permendagri No. 73/2009 disebutkanbahwa EKPPD menggunakan LPPD 
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sebagaisumberinformasiutamauntukmenilaipencapaiankinerjadenganmenggunak

anIndikatorKinerjaKunci (IKK). 

MenurutMustikarinidanFitriasari (2012), ukuran PEMDA yang 

semakinbesarakanmempengaruhisumberdaya yang dimilikiDaerah 

untuksemakinmeningkat. Ukuran PEMDA merupakan jumlah aset yang dimiliki 

suatu Daerah yang bergunasebagai daya pendukung dalam pemberian pelayanan 

kepada masyarakat, sehingga semakin besar ukuran PEMDA yang ditandai 

dengan jumlah aset maka akan semakin maksimal kinerja PEMDA untuk 

menjalankan tugasnya.PEMDA jugamemilikitingkat kekayaan yang dikelolah 

secara mandiri berupa PendapatanAslidaerah (PAD). PEMDA yang memiliki 

PAD 

tinggiseharusnyaakanlebihmaksimalmemanfaatkankekayaannyauntukmelakukan

pengeluaran-pengeluarandaerah yang 

dapatmeningkatkanpelayanannyakepadamasyarakat, 

sehinggakinerjanyajugadiharapkansemakinmaksimal dan dapat mencapai tujuan 

dengan baik.  

Setiap PEMDA jugaakanmendapatkan Dana AlokasiUmum (DAU) yang 

menunjukkan tingkat ketergantungan PEMDA kepada Pemerintah Pusat. Besaran 

dana yang dialokasikan,disesuaikandengankeadaandarimasing-masing Daerah 

dengan melihat besaran PADnya.Dalam pengalokasiannya dan 

penggunaannyaakan dipantau olehPemerintahPusat yang kemudian akan 
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dipertanggungjawabkan oleh PEMDA. Besaran DAU yang dialokasikan akan 

berguna dalam peningkatan pembangunan Daerah, sehingga akan mempengaruhi 

kinerja PEMDA untuk lebih baik.  

Karakteristik PEMDA yang laindapatdilihatdarisisibelanjamodal Daerah 

yang disesuaikandenganbesarnyapendapatan yang dimiliki setiap Daerah. 

Semakinbesarbelanjamodal dengan tujuan peningkatan sarana dan prasarana, 

makadiharapkansemakinmeningkat pula pelayanan yang 

diberikanuntukmasyarakatnya.Peningkatanpelayanantersebutpadaakhirnyadihara

pkandapatmeningkatkankinerja PEMDA.Luaswilayahdapat pula 

meningkatkanpendapatan yang diperoleh dengan pemanfaatan lahan Daerah, 

sehinggasemakinluasdaerahtersebutmaka akanmempengaruhikinerja PEMDA 

untuksemakinluas serta meningkat. 

Dalampemberianpelayanankepadamasyarakat, pengelolaankeuangan 

PEMDA merupakanhal yang 

sangatpentingdantidakdapatterpisahkandalampenyusunan LPPD, 

sehinggapengawasandanpemeriksaanmerupakanhal yang 

sangatdibutuhkandalamterciptanyaGood Goverment Governance.Undang- 

undang No. 15 tahun 2004 (UU No. 15/2004) 

tentangpemeriksaaanpengelolaandantanggungjawabkeuangan Negara 

menyatakanbahwapemeriksaanadalah proses identifikasimasalah, analisis, 

danevaluasi yang dilakukansecaraindependen, obyektif, 
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danprofesionalberdasarkanstandarpemeriksaan, untukmenilaikebenaran, 

kecermatan, kredibilitas, 

dankeandalaninformasimengenaipengelolaandantanggungjawabkeuangannegara. 

Kelimakarakteristik PEMDA 

dalampenelitianiniterdapatdalamsuatulaporankeuanganPemda yang 

wajibdiauditolehBadanPemeriksaanKeuangan(BPK).BPK 

merupakanbadanmiliknegara yang berupapemeriksaankeuangan, 

pemeriksaankinerjadanpemeriksaandengantujuantertentudimanasalahsatuhasildar

ipemeriksaanberupatemuan audit.Semakinbesartemuan 

auditakanmenunjukkanbahwapengelolaankeuangandari PEMDA 

tersebutkurangbaik dan menandakan bahwa kinerja PEMDA tersebut buruk, 

sehingga dapat dinyatakan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap 

kinerja PEMDA. 

Di Indonesia terdapatbeberapapenelitianmengenaikinerja 

PEMDA.Penelitiansebelumnyakurang mewakili hasil yang diharapkan 

karenasampel yang digunakanhanya 1 tahunanggaran, 

sehinggatidakmenunjukkanhasilpenelitiansetelahadanyarapatanggaranmaupunset

elahpergantianjabatan 

PEMDA.Beberapapenelitianterakhirpuntidakdapatdiketahuikecenderunganantar

waktu, Makaperludilakukanpenelitiankembalidenganmenggunakan data 

beberapatahunanggaranterakhir PEMDA. 
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Permasalahantersebutmenjadimotivasitersendiribagipenelitiuntukmelakuk

anpenelitiankembalimengenaikarakteristik PEMDA, temuan audit, dankinerja 

PEMDA.Penelitianinimerupakanreplikasipenelitian yang 

dilakukanolehMustikarinidanFitriasari (2012) yang berjudul 

“PengaruhKarakteristik PEMDA berupa ukuran PEMDA, tingkat kekayaan, 

tingkat ketergantungan,dan belanja daerah, sertatemuan Audit BPK 

TerhadapKinerjaPemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 

TahunAnggaran 2007”.Padapenelitiansebelumnyamengambilobjek PEMDA 

Kabupaten/Kota se-Indonesia dengantahunanggaran 

2007.SedangkanpenelitiansaatinimengambilobjekPemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota se-PulauJawadengantahunanggaran 2009–2011.Selainitu, 

padapenelitianinipenelitimenambahsatuvariabelyaituluaswilayahdaerahsertameng

ubahvariabelsebelumnyayaitubelanjadaerahmenjadibelanja modal sesuai saran 

penelitian sebelumnya. 

 

B. BatasanMasalah 

Batasanmasalahpadafaktor-faktor yang mempengaruhikinerja PEMDA 

dalampenelitianiniadalahKarateristik PEMDA dantemuan audit. Karakteristik 

PEMDA yang digunakanberupaUkuran PEMDA, tingkatkekayaan, 

tingkatketergantunganpadaPemerintahPusat, belanja modal, danluaswilayah, 

Sedangkantemuan audit disiniadalahpemeriksaanoleh BPK. 
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C. RumusanMasalah 

Dari uraiandanpembahasandilatarbelakang, 

makapenelitidapatmerumuskanpermasalahandalampenelitianini.Masalah-

masalahtersebutadalahsebagaiberikut : 

1. Apakahukuran PEMDA berpengaruh positif terhadap kinerja PEMDA 

Kabupaten/Kota ? 

2. Apakahtingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja PEMDA 

Kabupaten/Kota ? 

3. Apakahtingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh positif 

terhadap kinerja PEMDA Kabupaten/Kota ? 

4. Apakahbelanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja PEMDA 

Kabupaten/Kota ? 

5. Apakahluas wilayah berpengaruh positif terhadap kinerja PEMDA 

Kabupaten/Kota ? 

6. Apakahtemuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja PEMDA 

Kabupaten/Kota ? 

 

D. TujuanPenelitian 

Adapuntujuandaripenelitianiniadalahuntuk menguji apakah: 

1. Ukuran PEMDA berpengaruh positif terhadap kinerja PEMDA 

Kabupaten/Kota. 
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2. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja PEMDA 

Kabupaten/Kota. 

3. Tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh positif terhadap 

kinerja PEMDA Kabupaten/Kota. 

4. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja PEMDA Kabupaten/Kota. 

5. Luas wilayah berpengaruh positif terhadap kinerja PEMDA Kabupaten/Kota. 

6. Temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja PEMDA 

Kabupaten/Kota. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian inidiharapkandapatmemberikankontribusidariberbagaibidang 

yang berkaitan. Berdasarkan dari tujuan diatas, maka dapat diperoleh manfaat 

penelitian sebagai berikut: 

1. ManfaatTeoritis 

a. Penelitianinidiharapkandapatdapatmemberikankontribusipengetahuanberup

apengembanganteori, terutamadalambidangakuntansisektorpublik. 

b. Penelitianinidiharapkandapatmenjaditambahanliteraturmengenaifaktor-

faktor yang mempengaruhikinerja PEMDA Kabupaten/Kota se-PulauJawa, 

khususnyapada LPPD. 

 

2. ManfaatPraktis 
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a. HasilpenelitianinidiharapkandapatmembantuPemerintahPusatuntukmenilai

sertamengukurkinerja PEMDA Kabupaten/Kota se-PulauJawa. 

b. Diharapkan pula dapatmemberikanpemahaman, masukan, 

sertagambaranbagiKepala Daerah Kabupaten/Kota mengenaifaktor-faktor 

yang mempengaruhikinerja PEMDA gunauntukmemperbaiki, 

meningkatkan, danmemformulasikankinerja PEMDA kedepannya. 

 

 


